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GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 

 

PERATURANGUBERNURKALIMANTAN SELATAN 

 
NOMOR  097 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

PERKANTORAN RAMAH LINGKUNGAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya 

lingkungan perkantoran yang bersih, sehat dan tertata 
serta berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan 

hidup, perlu pengelolaan perkantoran yang ramah 
lingkungan di lingkungan Pemerintah Daerah; 

b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan 
Ramah Lingkungan, memberikan kewenangan kepada 

Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeliharaan 
kawasan perkantoran yang ramah lingkungan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perkantoran Ramah 
Lingkungan; 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-UndangNomor25Tahun 1956tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 

Timur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 

1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah 
Swatantra TingkatI Kalimantan Selatan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun1956Nomor65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
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Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5233); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan   Lembaran   
Negara   Republik   Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 188); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 tentang 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 223); 

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan 

Ramah Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 208); 

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 

Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, 
Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804); 
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11. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

12. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 
2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah 

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 
Nomor 8); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG 
PERKANTORAN RAMAH LINGKUNGAN. 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu 
Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri 

dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah 
dan Badan Daerah. 

5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. 

6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, pegawai dengan perjanjian 

kerja, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pihak ketiga untuk 
kepentingan Pemerintah Daerah. 
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7. Perkantoran adalah bangunan gedung milik Pemerintah Daerah yang 

berfungsi  sebagai tempat melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan pada 
biro, dinas, badan, lembaga, unit pelaksana teknis, badan usaha milik 
daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, rumah sakit, dan 

unit kerja lainnya. 

8. Kebijakan lingkungan adalah konsep, proses, strategi atau rangkaian 
arah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk pelestarian fungsi 

lingkungan hidup. 

9. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk 

memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup. 

10. Perkantoran Ramah Lingkungan adalah istilah bagi kantor yang 

menerapkan kebijakan lingkungan. 

  

Pasal 2 

PeraturanGubernurinidimaksudkanuntuk menjadi pedoman bagi 
Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Perkantoran Ramah Lingkungan. 

 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai berikut: 

a. memperbaiki dan menumbuhkan budaya dan perilaku peduli 

lingkungan bagi setiap pegawai dalam upaya pelestarian fungsi 
lingkungan hidup; dan 

b. efektivitas dan efesiensi operasional Perkantoran berwawasan 

lingkungan dengan tidak mengurangi kualitas pekerjaan. 

 

 BAB II 
PELAKSANAAN 

Pasal 4 

(1) Pelaksanaan Perkantoran Ramah Lingkungan dilakukan setiap: 

a. tempat kerja; dan/atau 

b. tempat lainnya yang digunakan untuk melakukan pekerjaan atau 
kegiatan. 

(2) Pelaksanaan Perkantoran Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. pengelolaan sampah; 

b. penghematan alat tulis kantor; 

c. penghematan penggunaan listrik; 

d. penghematan penggunaan air; 

e. kebersihan dan kenyamanan; 
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f. ruang terbuka hijau; 

g. pengadaan barang dan peralatan ramah lingkungan; 

h. kebijakan lingkungan lainnya. 

 
Pasal 5 

(1) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)  
huruf a dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. mengurangi sampah; 

b. memilah sampah; dan 

c. mengolah sampah; 

(2) Pengelolaan sampah dengan mengurangi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. tidak menggunakan peralatan makan dan minum dari bahan plastik, 

styrofoam dan kertas sekali pakai di lingkungan Perkantoran; 

b. menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan 
berulang di lingkungan Perkantoran; 

c. tidak menggunakan kantong plastik di lingkungan Perkantoran; 

d. menggunakan kantong belanja yang dapat dipakai berulang di 

lingkungan Perkantoran; 

e. menggunakan kembali barang atau peralatan Perkantoran yang 
masih dapat digunakan kembali; 

f. menggunakan produk yang dapat diisi ulang untuk mengurangi 
kemasan sekali pakai di lingkungan Perkantoran; dan 

g. melakukan perjanjian dengan pihak lain sebagai penyedia jasa 
makan dan minum dalam lingkup Perkantoran dengan kebijakan 
pengurangan sampah plastik dan kertas serta manajemen 

pengelolaan sampah. 

(3) Pengelolaan sampah dengan memilah sampah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. membiasakan perilaku membuang sampah pada tempat sampah 
sesuai dengan peruntukan jenis sampah lingkungan Perkantoran; 

b. minimal menyediakan dua tempat sampah organik dan sampah non 
organik bukan mengandung B3 di lingkungan Perkantoran disertai 
tulisan yang jelas; 

c. menyediakan wadah khusus untuk sampah Perkantoran 
mengandung B3 atau limbah B3; dan 

d. memastikan petugas kebersihan tidak mencampur kembali sampah 
yang telah dipilah. 

(4) Pengelolaan sampah dengan mengolah sampah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara: 

a. membangun dan memberdayakan bank sampah atau bentuk sarana 
pengelolaan sampah lainnya; 
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b. membentuk organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan 
bank sampah atau bentuk sarana pengelolaan sampah lainnya 

untuk mengoptimalkan fungsinya; dan 

c. menjalin kerjasama dengan pihak lain yang dapat melakukan proses 
lanjut untuk sampah yang sudah terpilah, dan memastikan 

pengelolaan lanjutan untuk sampah mengandung B3 (limbah B3) 
pada pihak yang berizin sesuai ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

Penghematan penggunaan alat tulis kantor sebagaimana dimaksud dalam 

pasa 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui: 

a. memanfaatkan media elektronik dalam penyiapan konsep naskah dinas 
(membuat, mengoreksi dan mengirim naskah dinas). 

b. melakukan penyebaran informasi melalui media elektronik; 

c. menggunakan kertas secara dua sisi (bolak-balik) dan mengoptimalkan 
penggunaan kertas bekas (misalnya untuk absensi, amplop, konsep 

naskah dinas); 

d. meningkatkan ketelitian dalam membuat konsep naskah dinas sebelum 

dicetak untuk menghindari penggunaan kertas yang berlebihan; 

e. menggandakan/memperbanyak dokumen sesuai kebutuhan; 

f. tidak/menghindari mencetak dokumen jika tidak benar-benar 

dibutuhkan; 

g. mengurangi penggandaan bahan rapat dengan mengirim melalui media 

elektronik; 

h. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk menyimpan berkas/file (e-
filling); 

i. menggunakan alat tulis isi ulang dan membatasi penggunaan alat tulis; 

j. melakukan kontrol pengadaan alat tulis sehingga tidak membeli secara 

berlebihan (alat tulis termasuk pulpen, pensil, spidol, penanda, klip, 
map, tinta printer, rautan, dan lainnya); dan 

k. mengevaluasi penggunaan kertas dan alat tulis kantor. 

 

Pasal 7 

Penghematan penggunaan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2) huruf c dapat dilakukan dengan cara: 

a. menggunakan/meningkatkan penggunaan lampu light emitting diode 

atau lampu hemat energi; 

b. menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi; 

c. mematikan lampu, air conditioner dan semua peralatan elektronik pada 

ruangan yang tidak sedang digunakan; 

d. mematikan komputer jika tidak digunakan lebih dari 30 menit atau 

menggunakan mode sleep jika tidak digunakan kurang dari 30 menit; 
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e. mengomptimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara dari jendela 
pada setiap ruangan untuk meminimalkan penggunaan lampu dan air 
conditioner; 

f. mencabut stopkontak ketika sedang tidak digunakan; 

g. menggunakan air conditioner yang memiliki teknologi hemat energi  atau 

sensor dan mengatur suhu air conditioner antara 24-27 0Cserta 
memastikan ruangan tertutup untuk mengoptimalkan kinerja air 
conditioner. 

h. memperbanyak penggunaan peralatan elektonik yang memiliki sensor 

atau auto off dan mengikuti standar penggunaan lampu atau barang 
elektronik jika ada; 

i. memastikan telah mematikan semua lampu dan peralatan elektonik 
setiap akhir jam kerja di setiap ruangan; 

j. mengatur penggunaan listrik di luar jam kerja (misal kegiatan diluar jam 

kerja harus mendapat izin dan persetujuan dari pimpinan atau petugas 
yang bertanggung jawab); 

k. membatasi jumlah dan penggunaan peralatan elektronik hanya sesuai 
kebutuhan; 

l. menyesuaikan tingkat pencahayaan lampu dan kapasitas air 
conditionersesuai kebutuhan ruangan; 

m. mengontrol dan memelihara semua peralatan elektronik secara berkala 

dan segera memperbaiki jika terdapat kerusakan yang menyebabkan 
pemborosan listrik; 

n. mengupayakan penggunaan energi alternatif yang lebih ramah 

lingkungan; dan 

o. mengevaluasi penggunaan listrik. 

 

Pasal 8 

Penghematan penggunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

huruf d dapat dilakukan dengan cara: 

a. membiasakan menggunakan air dengan hemat; 

b. menggunakan peralatan dan perlengkapan sanitasi yang hemat air 

(misal kloset hemat air, keran otomatis); 

c. menggunakan peralatan minum secara berulang dalam satu hari dengan 
menutup peralatan minum (kebijakan satu hari satu gelas) atau 

menggunakan tumbler yang dipakai berulang sehingga mengurangi 
penggunaan air untuk mencuci; 

d. memastikan seluruh pipa dan keran air dalam kondisi baik, tidak ada air 
yang bocor atau menetes ketika tidak sedang digunakan; 

e. memanfaatkan air hujan dan melakukan upaya pengolahan sederhana 

(instalasi pengolahan air limbah) untuk air bekas keperluan Perkantoran 
(misal air bekas wudhu dan wastafel) untuk pemanfaatan keperluan 

penyiraman tanaman, mencuci kendaraan dan flushing toilet; 
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f. melaporkan segera setiap kebocoran pipa atau keran kepada petugas 
penanggung jawab; 

g. membuat biopori dan membuat sumur resapan jika menggunakan air 
tanah untuk menjaga keseimbangan air tanah (water balance); dan 

h. mengevaluasi penggunaan air. 

 

Pasal 9 

Kebersihan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

huruf e dapat dilakukan dengan cara: 

a. menjaga kebersihan dan kerapihan di seluruh kantor (ruang kerja, toilet, 
mushola, dapur, gudang, koridor, kantin, halaman dan lingkungan 

sekitarnya); 

b. membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia sesuai jenisnya; 

c. merapikan meja dan kursi kerja masing-masing setelah selesai kerja; 

d. tidak merokok dalam ruangan kerja atau ruang lainnya yang tidak 
diperuntukan untuk merokok; 

e. menjaga toilet atau tempat wudhu selalu bersih dan tidak berbau (jika 
diperlukan dapat ditambah pengharum dan tanaman yang sesuai); 

f. meletakan peralatan bekas makan dan minum pada area yang sudah 
ditentukan dengan rapi untuk selanjutnya dibersihkan oleh petugas 
yang bertanggung jawab; 

g. menata dokumen dengan rapi dan tertib; 

h. memperhatikan kebersihan dan fungsi drainase sekitar Perkantoran; 

i. mengganti atau memperbaiki peralatan kerja dan penunjang kerja yang 

sudah tidak layak atau tidak dapat dipergunakan; dan 

j. menyediakan ruang laktasi; 

 

Pasal 10 

Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f 
dapat dilakukan dengan cara: 

a. menyediakan minimal 40% (empat puluh persen) dari lahan kantor 
untuk ruang terbuka hijau; 

b. mengoptimalkan pemanfaatan halaman Perkantoran dengan melakukan 
penanaman tanaman pohon dan tanaman hias; dan 

c. menyediakan tanaman dalam pot dalam ruangan atau di luar ruangan 

dengan jenis tanaman yang sesuai untuk menambah kesegaran dan 
keindahan. 

 

Pasal 11 

Pengadaan barang dan peralatan Ramah Lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi: 
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a. melakukan pengadaan barang dengan mengutamakan pengadaan 
produk/barang ramah lingkungan atau barang dengan prinsip 3R; 

b. produk ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf b 
memiliki kriteria antara lain: 

1) memiliki label ramah lingkungan / eco labelling/ bersertifikat; 

2) hemat energi, tahan lama / awet; dan 

3) terbuat dari bahan yang minimal dalam menimbulkan pencemaran 

lingkungan. 

c. mempelopori dalam mengikuti kebijakan pemerintah terkait pengadaan 
barang ramah lingkungan; 

d. mengupayakan pembangunan gedung Perkantoran dengan 
memperhatikan green building atau standar lainnya sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

 

Pasal 12 

Pelaksanaan Perkantoran Ramah Lingkungan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dapat dilakukan dengan cara: 

a. mengikuti dan berpartisipasi dalam semua kegiatan yang ditujukan 
untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup yang diamanatkan oleh 
pimpinan; dan 

b. setiap unit kerja dapat membuat inovasi kebijakan lingkungan tambahan 
lainnya atau yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari setiap PD. 

 

Pasal 13 

(1) Pelaksanaan Perkantoran Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 harus dilakukan dengan komitmen. 

(2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
tahapan yang meliputi: 

a. dibangun bersama mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada 
seluruh staf; 

b. disosialisasikan dan dikomunikasikan seluruh pejabat dan staf; 

c. diketahui, diingat dan dipahami; dan 

d. dilakukan dengan penuh kesadaran. 

 
 

BAB III 

KEWAJIBAN 

Pasal 14 

(1) Pelaksanaan Perkantoran Ramah Lingkungan wajib dilakukan oleh: 

a. setiap individu dalam Perkantoran; dan 
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b. setiap masyarakat yang melakukan kegiatan di kawasan 
Perkantoran. 

(2) Pelaksanaan Perkantoran Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 

a. tidak membuang sampah sembarangan/menempatkan sampah pada 

tempatnya; 

b. menggunakan barang dan/atau jasa yang ramah lingkungan; 
dan/atau 

c. mengelola barang dan jasa yang ada di dalam Perkantoran. 

 

BAB IV 
LARANGAN 

Pasal 15 

Setiap orang dilarang: 

a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan; 

b. merusak kelestarian lingkungan Perkantoran. 

 
BAB V 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 16 

(1) Peran serta masyarakat dalam Perkantoran Ramah Lingkungan 

dilakukan oleh: 

a. tamu/pengunjung; dan 

b. pengelola kawasan. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
wajib dilakukan dengan membangun kesadaran untuk menumbuhkan 

Budaya Hidup Bersih. 

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
wajib dilakukan dengan menjaga dan merawat lingkungan Perkantoran. 

 
Pasal 17 

(1) Masyarakat berperan serta dalam melakukan pengelolaan Perkantoran 
Ramah Lingkungan di lingkungan Perkantoran masing-masing. 

(2) Pengelolaan Pekantoran Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: 

a. menyusun standar perkantoran ramah lingkungan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan; 

b. melaksanakan secara konsisten kententuan Perkantoran Ramah 
Lingkungan; dan 

c. menerapkan sanksi terhadap pelanggaran. 
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BAB VI 
INSENTIF DAN DISINENTIF 

Pasal 18 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada: 

a. Perangkat Daerah; 

b. Instansi vertikal di Daerah; 

c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 

d. Badan Layanan Umum Daerah. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pemenuhan 
kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. keberhasilan dalam pengelolaan, pengembangan Perkantoran Ramah 

Lingkungan; dan 

b. pengembangan sumber daya manusia. 

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. piagam penghargaan; dan 

b. publikasi. 

(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas 
ketidakmampuan pemenuhan kriteria keberhasilan dalam penyediaan, 
pengelolaan, dan pengembangan energi bersih. 

(5) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. peringatan; 

b. sanksi; dan 

c. publikasi. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

 
Pasal 19 

(1) Gubernur membentuk Tim Penilai untuk pemberian penghargaan dan 
pengenaan disinsentif. 

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas-tugas Tim 
Penilai ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 20 

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan 
Perkantoran Ramah Lingkungan. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan pada tahapan-tahapan yang meliputi: 
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a. persyaratan teknis; 

b. pelaksanaan Perkantoran Ramah Lingkungan; 

c. penyediaan barang dan jasa Daerah; 

d. pengelolaan dan pengembangan kawasan Perkantoran ramah 
lingkungan; 

penyediaan bahan baku/standar mutu produk dan jasa; dan 

e. monitoring, evaluasi dan verifikasi tujuan dan sasaran Perkantoran 
Ramah Lingkungan. 

(3) Pembinaan pelaksanaan Perkantoran Ramah Lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: 

a. edukasi; 

b. sosialisasi; 

c. konsultasi; 

d. bantuan teknis; dan/atau 

e. pendampingan. 

(4) Pengawasan pelaksanaan Perkantoran Ramah Lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. monitoring; dan 

b. evaluasi. 

(5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari unsur: 

a. instansi vertikal di Daerah; 

b. Perangkat Daerah; 

c. akademisi; dan 

d. praktisi. 

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan 

Gubernur. 

(7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan hasil pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur paling sedikit 6 (enam) 

bulan sekali atau apabila diperlukan melalui Perangkat Daerah. 

 

BAB VIII 
PENDANAAN 

Pasal 21 

Sumber pendanaan kegiatan Perkantoran Ramah Lingkungan berasal dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BABIX 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 22 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

                                                         Ditetapkan di Banjarmasin 

                                                         pada tanggal 7 Agustus 2020  

GUBERNUR  KALIMANTAN  SELATAN,     

 

TTD 

 

           SAHBIRIN NOOR 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 7 Agustus 2020 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
        KALIMANTAN SELATAN, 
 

   TTD 
 
                ABDUL HARIS 
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